PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR i TAHUN 2021
TENTANG o L
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG .
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN _;{_{Esg;‘—igmf\g_m@ L
PROVINSI KALIMANTAN BARAT BT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor' 63_
Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentikan, Susunan}._'_:.._-'_ [
Organisasi, Tugas dan- Fungs:i,.serta ’I‘ata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehataﬁ Paru Provms1 L
Kalimantan Barat; -

b. bahwa dalam rangka efisiensi .; dan efektmtas);}'f::.;_'
pelaksanaan pelayanan kesehatan ~paru. d1 Wﬂayah'__'_': _
Provinsi Kalimantan Barat, dlpandang pellu me}akukani o
evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis ™ Peiayanan
Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat

c. bahwa  berdasarkan pemmbaﬂgzm 3 Sebagannana'f:f
dimaksud dalam huruf b, maka Umt Pelaksana Tekms;; '_ i o
Pelayanan Kesehatan Paru Provms;l Kahmantan Barat’f S
vang telah dibentuk be1dasarkam Peramran Gubeu’xurf
Nomor 63 Tahun 2017, perlu d}.cabut :

d. bahwa  berdasarkan pemmbangan sebagalmana SRS ER
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentanw Pencabntan;.:_-:fg_-_: SEL
Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 tental’lgf'_-'_?f -
Pembentukan, Susunan Orgamsasz, _’I‘ugas dan’ I‘ungsz-"}.'g:
serta Tata Kerja Unit. Pelaksana’ Tekms Pelayanan'i_'_f.fi BeioEn
Kesehatan Paru Provinsi Kahmantan Barat |
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 3
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 -temang
Pembentukan ' Daerah-Daerah Otonom  Provinsi .

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan - _Z . |
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- = @
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik -

Indonesia Nomor 1106); . o
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten_tarig Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara-

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun :’2014 - ‘tent&ng -
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Leémbaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)- sebaga;zmana' _
telah diubah beberapa kali dan . terakhir dengani

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang. Clpt&':.: :
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Nega’xa Repubhk
Indonesia Nomor 6573); -

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahim 2016 tentahg o
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagazmana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahuﬁ T
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan’ Pememntah;ﬁ SIS
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah =

(Lembaran Negara Republik . Indonesia’ Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubh};_._.f e

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017___-
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi: Cabang .
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Bemta Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) _
Peraturan Daeralh Nomor & Tahun 2016 tentang' :

Pembentukan dan Susunan Perangkat: Daerah Provinsi .
Kalimantan Barat (Lembaran . Daerah = Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomm 8, Tambahan_-
Lembaran Daerah Provinsi Kalimaritan: Bara‘t Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapakah dan’ temkhw”-]_g-- o
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang_l' e
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 = - -
Tahun 2016 tentang Pembentukan - dan Susunan R
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lemba:tan- EET
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor = |
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kallmantma S

Barat Nomor 5);
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Menetapkan

8. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang .

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan’ F‘ungsx
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kahman’ta:ﬂ _
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun -
2016 Nomor 99} sebagaimana telah diubah- dengaﬂ h
Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi :
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimém‘tan e
Barat Tahun 2019 Nomor 82j; -

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  GUBERNUR TENTANG  PENCABUTAN |

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG ~ PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASL,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA - TATA KERJA UN}T,-’T

PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN - KESEHATAN PARU SR

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Peni’beﬁﬁikéﬁ,"Susmian =

Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja. Unit Pelaksana ’[‘ekms':- a

Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat [Berita Daerah Prowns{ -

Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 63), dicabut dan danya’;aka1a_ tid_akéjf_ R

berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

I.

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pe}ak_aaﬂa Tekms Pelayanani"' _
Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oieh Pei angka‘t‘ S

Daerah yang melaksanakan Urusan Kesehatan;

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Um‘t Pelalqsana Tekmsj:__ .
Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat’ te‘i:ap melaksanakan.ﬁ_ B
tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari Pe;abat ?embma'_ff e

Kepegawaian; dan

Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembiayaan peralatan dan-’.} n _.f:' o
dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Pelaym&an Kesehatan_r
Paru Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah- (R

vang melaksanakan Urusan Kesehatan.
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Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak ,

pada tanggal 21 TRA7T el
/GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, &

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 “whiti he o

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 94




